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Berkas Korupsi Pepadu

dan Santunan Kematian
Belum Lengkap

NEGARA, NusaBali aitetafUn P-19. Berkas terse-
Kejaksaan Negeri Jembrana

belum melanjutkan dua ber-
kas perkara dugaan korupsi
menyangkut program Pemkab
fembrana. Kedua kasus itu
yakni Pengembangan Kawasan
Pertanian Terpadu Berbasis
Organik (PepaduJ tahun 2013
dan santunan kematian tahun
2015. Kedua berkas perkara
yangmasih berstatus P-1,9 atau
dikembalikan untuk dilengkapi
pihak penyidik Polres f embra-
na itu dinilai masih kekuran-
gan keterangan saksi-saksi.

Kasi Pidana Khusus (Pidsusl
Kejari fembrana, I Made Pasek
Budiawan mengaakan, pelimpa-
han tahap pertamakasus dugaan
korupsi Pepadu tahun 2013 den-
gan tersangka KRA, 55, telah
diterima dari penyidik Polres
fembrana pada Rabu [1/3). Di-
katakan, berkas itu sudah dua kali
dikembalikan ke penyidik atau
P-19. Tetapi begitu diterimakem-
bali setelah dikembalikan dua kali,
Pasek Budiawan menilai masih
terdapat beberapa kekurangan,
sehingga kembali dikembalikan
ke penyidik sekitar dua minggu
lalu. "fadinya sudah tiga kali P-19.
IGmi kembalikan, karena masih
ada kekurangan mengenai salcsi

dan unsur-unsur tindakan ter-
sangka," katanya, fumat [25l8J.

Mengenai berkas kasus
dugaan korupsi dana san-
tunan kematian tahun 2015
dengan tersangka oknum PNS
Pemkab fembrana bernisial
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but dikembalikan seminggu
lalu. Kekurangannya juga sama
seputaran keterangan saksi-
saksi. "Yang santunan kematin
baru sekali P-19. Untuk P-19
ini, tidak ada batasan sampai
harus berapakali. Tetapi yang
pasti, kami kembalikan biar
dilengkapi sehingga benar-
benar tepat, sebelum kami
minta pelimpahan tahap dua
dan pplimpahan ke pengadi-
lan," ujarnya.

Kanit III Sat Reskrim Polres
fembrana, Iptu Putu Mertha
menglku masih berusaha me-
lengkapi kekurangan kedua
berkas kasus dugaan korup-
si itu. Menurutnya, khusus
berkas kasus Pepadu perlu
dilengkapi. Sedangkan berkas
kasus dana santunan kematian,
petunjuknya sama seputaran
saksi-saksi. namun memerlu-
kan ra}aktu lebih banyak "Se-
dang fami proses. Kalau yang
Pepadu, minggu depan sudah
kami hjukan kembali, Mudah-
mudahan nanti langsung bisa
ke tahap dua," harapnya.

Iptu Mertha menambahkan,
dalam kedua kasus korupsi itu,
tidak menutup kemungkinan
menjerat sejumlah tersang-
ka laih. Namun untu\ berkas
perkaranya, sengaja dipisahkan
karena memiliki peran berbeda-
beda. Karena itu, selain beru-
paya r,nenyempurnakan berkas
yang sudah diajukan, pihaknya
juga masih melakukan peny-
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IS, yang dilimpahkan penyidik
pada Senin [24l/) juga 4qs!h

elidikan lebih lanjut mengenai
kedua perkara itu. G'. ode
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dana masuk rekening, terdafwaudna masuK reKenln& terdafwa
memerintahkan saksi I Kdtutmemerintahkan saksi I Kdtut
Tirta dan I Wayan Astawa nien-
ariksemga dana bantuan Rp 250
juta dan kemudian menyerahkan
uang itu ke saksi I Ketut Desen
selaku bendahara.selaku bendahara.

Kemudian terdakwa Baliisa
menyiapkan laporan pertahe-
gungjawaban yang dibuat fi{ti*f.gungjawaban yang diblat filhif.
' IGrena pada kenya-taannya belfum
di lakukah penge4aan p"iiui-,fr":
nan sesuat laporan, seolah_olah
dana.hibah sudah digunakan
se-illat .perunfu kannnya,,, lanj ut
fPU. Selanjutnya pada bneeal12
Maret 2074, terdakwa kEirdali
memerintahkan panitia menla-
jukdn proposal bantuan senfiai
Rp 1.00 juta. proposal itu unfuk
pembangunan Bale Aguns &n
Pura Puseh. Baliasa diduea;leln-
perkaya diri sendiri atai, orahg
lain dan mengi$batkan kerugkri
negarzr Rp 184.600.000. b rez

Bendes aliakah
Dituntut l,STahun

Terdakwa juga dike-
nakan denda RP 50

juta subsider tiga
bulan kurungan.

DENPASAR, NusaBali
Bendesa Adat Dharma Kerti

Kaliakah, I Nyoman Baliasa, 52,

dituntut hukuman 1,,5 tahun Pen-
jara dalam kasus koruPsi dana
bantuan hibah PemProv Bali di
Pengadilan Tipikor DenPasar,

fumat (25l8). Dana hibah itu
dimanfaatkan untuk Pemban-
gunan Pura Kahyangan Tiga di
Desa Pakraman Dharma Kerti
Kaliakah, fembrana'

Dalam tuntutan Yang diba-
cakan faksa Penuntut Umum
0PU) | Made Pasek Budiawan di
hadapan maielis hakim PimPinan
Ni Made Sukereni menYatakan
terdalora Baliasa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak Pidana ko-
rupsi. Atas Perbuatannya, ter-
da'kwa Baliasa diierat Pasal 3 jo
Pasal 18 UU No 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana
telah diubah dengan UU RI No

20 tahun 2001 tentang Peruba-
han atas UU No 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan tindak
pidanal6rupsi io Pasal64 KHUP'
;'Menuntut terdakwa dengan
hukuman satu tahun enam bulan
peniara dikurangi masa Pena-
hanan," tegas Pasek Budiawan'

Selain itu terdakwa iuga
dikenakan Pidana tambahan
berupa denda RP 50 juta sub-
sider tiga bulan kurungan.
Terkait kerugian negara RP 184
iuta, tidak menjadi Pertimban-
gan karena sudah dikemba-

likan terdakwa. Atas tufrtutan
tersebut, terdakwa menyatakan
akan mengajukan pledoi (pem-
belaan) dalam sidang berikut-

nya. "Kami akan mengajukan
pledoi," ujar kuasa hukum rer-
dakwa, I Made Suardika. I

Perbuatan korupsi ini difnulai

pada 2 Januari 2012 sebelum
Baliasa resmi dilantik sebagai
bendesa. Saat itu, Baliasa mener-
bitkan Surat Keputusan (SKJ

tentang panltta pembanggnan
oesa dan menyusun kepanidaan.
Saat-sudah dilantik, pada 2g De_
sember 2012, Baliasa kembali
menerbitkan SK tentang papitia
pengajuan proposal peinban_
gunan desa tahun zolz/2013.
Tanggal 12 Maret 2013 irafitia
mengajukan proposal peimf ho_
nan bantuan kepada Gubefnur
Bali.?roposal itu untuk kegihtan
pembangunan gedong siirpen,
gunung rata, clan paving halaman
Pura Puseh dengan an[garan Rp
r5u luta.
, ,Selain itu ada pembangunan
91r^e.gong dan dapur senilai Rp
100 juta. "Dari mengajukan iro-
posal, panitia mendapatkan dana
bantuan Rp 250 jutayangdikirim
melalui Bank BpD ilaliCabans
Negara rekening atas nama panl
pem?ura.Kahyangan Tiga,,, jelas
Pasek Budiawan. Setelah seluruh
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